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27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G, ayat 
(1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 14 ayat (1), 
Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat 
(2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 
27/2007 bertentangan dengan hak kehidupan yang layak, 
kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan prinsip penguasaan 
negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B 
ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal 28G, ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan 
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Amar Putusan  : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian 
Tanggal Putusan : Kamis, 16 Juni 2011 
Ikhtisar Putusan :  

Bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas 
norma undang-undang, in casu UU 27/2007 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah 
berwenang mengadili permohonan a quo.  

Bahwa para Pemohon terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah (badan privat) 
maupun perorangan (individu) yang dikenal telah memperjuangkan hak asasi manusia, 
khususnya dalam sektor kelautan, masyarakat pesisir, dan ketimpangan akses agraria serta 
hak-hak masyarakat adat di Indonesia di mana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan 
aktivitas sehari-hari. Para Pemohon menganggap sebagai pihak yang memiliki hubungan 
sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan untuk diuji karena UU 27/2007 khususnya Bab V (Pemanfaatan) Pasal 16 
sampai dengan 21 yang di dalamnya memuat soal Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) 
bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 28C 
UUD 1945. Menurut para Pemohon keberadaan UU 27/2007 hanya memberikan peluang 
dan hak-hak istimewa kepada para investor kaya dan mematikan hak-hak konstitusional para 
Pemohon yang dalam hal ini berbicara untuk dan atas nama rakyat kecil yang semakin 
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termarjinalkan dengan diberlakukannya pasal-pasal a quo. 

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah 
dapat menjelaskan hak konstitusionalnya dan juga anggapan kerugian akibat berlakunya 
norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. 

Bahwa menurut Pemohon, Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), 
Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945 karena terdapat potensi tumpang tindih Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) 
dengan pemberian hak atau perijinan oleh instansi/sektor lain. Para Pemohon mendalilkan 
Pasal 1 angka 18 UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 
1945 karena konsep HP-3 tidak sejalan dengan pengertian Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) 
UUD 1945. Pasal 14 ayat (1) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 33 ayat 
(3) UUD 1945 karena keberpihakan kepada pengusaha terlihat menonjol pada pengaturan 
pemanfaatan perairan pesisir melalui hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3), yang mana 
hanya melibatkan Pemerintah Daerah dan dunia usaha. Pasal 14 ayat (1) UU 27/2007 
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena pasal a quo telah memotong hak 
masyarakat untuk bersama-sama dalam kedudukannya sebagai subjek hukum lainnya 
bersama-sama mempunyai hak mengusulkan penyusunan Rencana Strategis Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(RPWP-3-K) serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(RAPWP-3-K). Pasal 14 ayat (1) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 
karena tidak diikutsertakannya masyarakat dalam melakukan usulan penyusunan rencana 
strategis tersebut, jelas merupakan suatu upaya marginalisasi masyarakat yang secara nyata 
bergantung dan memenuhi kebutuhan hidup di daerah atau wilayah yang menjadi objek HP-
3. Pasal 14 ayat (1) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat 
(2) UUD 1945 karena proses usulan yang hanya melibatkan pemerintah dan dunia usaha ini 
telah menutup akses keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Pasal 16 ayat (1) 
dan ayat (2) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 karena untuk 
memanfaatkan perairan pesisir harus mempunyai sertifikat HP-3. Pasal 16 ayat (1) dan ayat 
(2) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 karena keberadaan HP-3 
berpotensi untuk menghilangkan hak hidup dan hak untuk mempertahankan hidup/kehidupan 
masyarakat adat, lokal dan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir. Pasal 16 ayat (1) dan 
ayat (2) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena adanya HP-3 
memunculkan praktik privatisasi perairan dan pesisir, sehingga perekonomian di wilayah 
tersebut tidak mungkin disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pasal 20 ayat (1) UU 27/2007 
bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena mekanisme HP-3 mendorong 
komersialisasi perairan pesisir karena konsep HP-3 dalam Undang-Undang ini merupakan 
hak kebendaan yang mengakibatkan HP-3 dapat beralih, dialihkan bahkan dapat dijadikan 
jaminan utang dan dibebani hak tanggungan. Pasal 23 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 
27/2007 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat 
(2) UUD 1945 karena keberpihakan kepada pengusaha. Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 
27/2007 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 karena kata “kompensasi” ini lebih 
mengarah pada strategi pengusiran masyarakat lokal agar wilayahnya bisa dimanfaatkan 
untuk HP-3. Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) 
UUD 1945 karena konstitusi Republik Indonesia yang sudah tegas menyatakan 
perlindungannya dan jaminan pemenuhan kehidupan rakyat, justru dilanggar oleh UU 
27/2007 karena telah mengabaikan kepentingan rakyat kecil. 

Bahwa menurut Mahkamah, dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil telah 
terdapat hak-hak perseorangan, hak masyarakat hukum adat serta hak masyarakat nelayan 
tradisional, hak badan usaha, atau hak masyarakat lainnya serta berlakunya kearifan lokal 
yaitu nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Pada satu sisi 
Pasal 61 Undang- Undang a quo mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak 
masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun dan menjadi acuan dalam 
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pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, akan tetapi pada sisi lain hak- hak 
masyarakat adat/tradisional dan kearifan lokal tersebut potensial dapat dialihkan dalam 
bentuk HP-3 atau diserahkan kepada swasta dengan pembayaran ganti kerugian. Hal itu 
akan mengakibatkan hilangnya hak-hak masyarakat adat/tradisional yang bersifat turun 
temurun, padahal hak-hak masyarakat tersebut mempunyai karakteristik tertentu, yaitu tidak 
dapat dihilangkan selama masyarakat adat itu masih ada. Selain itu, akan mengakibatkan 
pula tereliminasinya masyarakat adat/tradisional dalam memperoleh HP-3, karena 
kekurangan modal, teknologi serta pengetahuan. Padahal, negara dalam hal ini pemerintah 
berkewajiban memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia [vide Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945]. 
Pasal 10 Undang-Undang a quo juga telah mengatur pengalokasian ruang perairan pesisir 
dan pulau-pulau kecil dalam empat kawasan, yaitu kawasan pemanfaatan umum, kawasan 
konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut. Menurut Mahkamah 
pengalokasian kawasan perarian pesisir dan pulau-pulau kecil dalam beberapa kawasan 
dengan maksud untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas kawasan tertentu yang 
harus dilindungi merupakan hal yang perlu diatur sebagaimana telah dinyatakan dalam 
Undang-Undang a quo. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan 
dengan pendekatan terpadu (Integrated Coastal Zone Management), yang meliputi antara 
lain sektor perikanan, perhubungan, pariwisata, mineral, lingkungan, dan lain-lain. 

Bahwa menurut Mahkamah konstruksi Undang-Undang a quo, menempatkan HP-3 
sebagai hak kebendaan. Hal itu tergambar pada ciri-ciri HP-3 yang terkandung dalam 
Undang-Undang a quo, yaitu HP-3: (i) diberikan dalam jangka waktu tertentu yaitu 20 tahun 
dan terus dapat diperpanjang, (ii) diberikan dengan luas tertentu, (iii) dapat beralih, dialihkan 
dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan, (iv) diberikan sertifikat hak. 
Berdasarkan ciri-ciri tersebut pemberian HP-3 atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
mengakibatkan adanya pengalihan kepemilikan dan penguasaan oleh negara dalam bentuk 
single ownership dan close ownership kepada seseorang, kelompok masyarakat atau badan 
hukum atas wilayah tertentu dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dapat menutup 
akses bagi setiap orang atas wilayah yang diberikan HP-3. Akibat selanjutnya dari pemberian 
HP-3, adalah adanya pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh 
Indonesia kecuali pada kawasan konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan 
pelabuhan dan pantai umum, sehingga negara mengalihkan tanggung jawab, penguasaan 
dan pengelolaan wilayah tersebut kepada pemilik HP-3. Dengan rentang kendali 
pemerintahan yang sangat luas, mencakup seluruh wilayah Indonesia, pengalihan tanggung 
jawab yang demikian, akan sulit bagi negara mengontrol secara efektif, baik terhadap 
pengelolaan wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil. Terlebih lagi dalam soal pengawasan 
tersebut kemampuan daerah berbeda-beda. Memang benar, menurut Undang-Undang a 
quo, pemberian HP-3 hanya terbatas pada zona tertentu yaitu di luar kawasan konservasi, 
suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai umum, akan tetapi 
persoalannya adalah sejauh mana porsentase pembagian antar berbagai kawasan tersebut, 
tidaklah ditegaskan dalam Undang-Undang a quo, sehingga sangat potensial bagian terbesar 
wilayah Indonesia akan menjadi kawasan HP-3. Pemberian HP-3 juga akan potensial 
mengancam posisi masyarakat adat dan nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya 
secara turun temurun dari sumber daya yang ada pada perairan pesisir dan pulau-pulau 
kecil, karena keterbatasan mereka untuk memperoleh HP-3 dibanding pengusaha swasta 
yang memiliki segala-galanya. Ditambah lagi dengan tidak adanya perlakuan khusus bagi 
masyarakat adat serta masyarakat tradisional untuk memperoleh HP-3 sehingga terancam 
kehilangan sumber daya yang menjadi sumber kehidupannya. 

Bahwa menurut Mahkamah, penguasaan oleh negara atas bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya, berarti bahwa negara berwenang dan diberi kebebasan 
untuk mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta mengawasi pemanfaatan bumi dan air 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ukuran konstitusional yaitu “untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, 
kebebasan negara untuk mengatur dan membuat kebijakan atas bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dibatasi dengan ukuran “untuk sebesar-besar 
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kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menilai sejauh mana pemberian HP-
3 akan memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mempergunakan empat tolok 
ukur yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat 
sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat 
sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam 
memanfaatkan sumber daya alam. 

(i) Jika atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberikan HP-3 kepada swasta 
menurut konstruksi Undang-Undang a quo, menurut Mahkamah hal itu potensial bahkan 
dapat dipastikan bagian terbesar wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan dikuasai 
oleh perseorangan atau perusahaan swasta dengan usaha padat modal dan teknologi tinggi. 
Hal tersebut mengakibatkan hilangnya akses dan keleluasaan serta hilangnya pekerjaan bagi 
sebagian besar masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan untuk mencari nafkah di 
perairan pesisir. Walaupun Undang-Undang a quo, mengatur tentang partisipasi masyarakat 
untuk ikut menentukan pengalokasian wilayah perairan, perencanaan pemanfaatan wilayah 
perairan dan pulau-pulau kecil, pemberian HP-3 kepada masyarakat dengan syarat-syarat 
tertentu serta pengawasan oleh masyarakat atas pengelolaan HP-3, namun menurut 
Mahkamah dengan penguasaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil oleh swasta akan 
tetap lebih menguntungkan pemegang HP-3 dibanding kemanfaatan yang diperolah 
masyarakat nelayan yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan dengan 
modal yang terbatas. 

(ii) Demikian juga tingkat pemerataan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau- pulau 
kecil di kalangan nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumber 
daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan semakin berkurang karena dipastikan 
pemanfaatan itu akan semakin terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat pemilik HP-3. 
Menurut Mahkamah, pemberian HP-3 dapat menimbulkan diskriminasi secara tidak langsung 
(indirect discrimination). Bila suatu ketentuan hukum yang nampaknya netral, baik kriteria 
maupun secara praktisnya, tetapi hal itu akan menimbulkan kerugian bagi orang-orang 
tertentu yaitu masyarakat nelayan dibandingkan pemilik modal kuat. Oleh karena 
kemampuan dan keadaan para nelayan tradisional tidak seimbang dibandingkan dengan 
kemampuan dan keadaan pemilik modal besar dalam persaingan memperoleh hak 
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka akan terjadi indirect discrimination 
yang berakibat merugikan para nelayan tradisional. 

(iii) Dengan pemberian HP-3 kepada swasta, maka tingkat partisipasi rakyat dalam 
menentukan manfaat sumber daya alam akan semakin berkurang, karena kontrol terhadap 
HP-3 menjadi di bawah penguasaan pemegang HP-3. Walaupun Undang-Undang a quo, 
memberikan jaminan pelibatan masyarakat dalam perencanaan zonasi wilayah perairan 
pesisir dan pulau-pulau kecil, pemberian HP- 3 kepada kelompok masyarakat yang tinggal di 
wilayah pantai serta pelibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan wilayah pesisir, 
menurut Mahkamah partisipasi masyarakat tersebut tidak memadai untuk menjamin, 
melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat, malahan justru potensial menyingkirkan 
hak-hak dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau- 
pulau kecil. 

(iv) Pemberian HP-3 juga mengancam keberadaan hak-hak masyarakat tradisional 
dan kearifan masyarakat lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena menurut 
konsepsi Undang-Undang a quo, masyarakat tradisional yang secara turun temurun memiliki 
hak atas pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan diberikan HP-3, dan dapat 
menerima ganti rugi atas pemberian HP-3 kepada swasta berdasarkan kesepakatan 
musyawarah. Menurut Mahkamah konsep demikian, akan membatasi hak-hak tradisional 
masyarakat dalam batasan waktu tertentu menurut ketentuan pemberian HP-3 yaitu 20 tahun 
dan dapat diperpanjang. Konsep ini bertentangan dengan konsep hak ulayat dan hak-hak 
tradisional rakyat yang tidak bisa dibatasi karena dapat dinikmati secara turun temurun. 
Demikian juga mengenai konsep ganti kerugian terhadap masyarakat yang memiliki hak-hak 
tradisional atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, akan menghilangkan hak-hak 
tradisional rakyat yang seharusnya dinikmati secara turun temurun (just saving principle), 
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karena dengan pemberian ganti kerugian maka hak tersebut hanya dinikmati oleh 
masyarakat penerima ganti kerugian pada saat itu. Hal itu juga bertentangan dengan prinsip 
hak-hak tradisional yang berlaku secara turun temurun, yang menurut Mahkamah 
bertentangan dengan jiwa Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Di samping itu, dengan 
konsep HP-3 dapat menghilangkan kesempatan bagi masyarakat adat dan masyarakat 
tradisional yang menggantungkan kehidupannya pada wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil, 
sehingga bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945. 

Menurut Mahkamah pemberian HP-3 melanggar prinsip demokrasi eknomi yang 
berdasar atas prinsip kebersamaan dan prinsip efisiensi berkeadilan. Prinsip kebersamaan 
harus dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya 
alam bagi keuntungan ekonomi, harus melibatkan rakyat seluas-luasnya dan menguntungkan 
bagi kesejahteraan rakyat banyak. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata 
memperhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh hasil sebanyak- banyaknya yang dapat 
menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus dapat meningkatkan 
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
dengan memberikan HP-3 sebagaimana telah diuraikan di atas, akan mengakibatkan wilayah 
perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP-3 yang dikuasai oleh pemilik 
modal besar. Sebaliknya bagi masyarakat nelayan tradisional yang sebagian besar berdiam 
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menggantungkan hidup dan kehidupannya pada 
sumber daya pesisir akan tersingkir. Dalam kondisi yang demikian, negara telah lalai 
menyelenggarakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perekonomian nasional yang 
memberikan perlindungan dan keadilan kepada rakyat. Lebih dari itu, menurut Mahkamah, 
pemberian HP-3 akan melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.  

Menurut Mahkamah, pemberian HP-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18, 
Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan 
ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 UU 27/2007 adalah 
bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun para Pemohon hanya mengajukan pengujian 
terhadap Pasal 1 angka 4, angka 7 dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan 
ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat 
(4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo, namun oleh 
karena tentang HP-3 tersebut telah diberikan penilaian hukum sebagaimana diuraikan di 
atas, maka penilaian hukum tersebut berlaku pula terhadap ketentuan lain yang terkait 
dengan HP-3, walaupun tidak diajukan permohonan pengujian oleh para Pemohon. 

Bahwa guna mencegah timbulnya kesalahpahaman dan keragu-raguan yang 
menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pengaturan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil, perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58 UU MK, Putusan Mahkamah 
Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke depan (prospective) dan 
tidak berlaku surut (retroactive). Dengan demikian, semua perjanjian atau kontrak dan izin 
usaha di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditandatangani 
dan dikeluarkan berdasarkan UU 27/2007 tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan 
izin usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil para 
Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga dalam amar putusannya 
Mahkamah menyatakan: 
-  Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
-  Menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, 

Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 
serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

-  Menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, 
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Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 
serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) tidak mempunyai 
kekuatan mengikat; 

-  Memerintahkan agar Putusan ini dimuat dalam Berita Negara selambat- lambatnya 30 hari 
kerja sejak Putusan ini diucapkan; 

-  Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
 

 

 

 

 


